Menimbang:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Republik Indonesa addah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan
kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah
satu perwujudan kewsjiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan
sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasiondl;
bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan
pajak negara yang selama ini berlaku, tidek sesua lagi dengan tingkat
kehidupan sogal-ekonomi masyarekat Indonesa bak ddam segi
kegotongroyongan nasona maupun dalam laju pembangunan nasional yang
telah dicapai;

bahwa sistem perpgakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan
perpgakan yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta
semua lapisan subyek pgak yang besar peranannya dalam meningkatkan
peneimaan dadam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan
kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasiond;

bahwa oleh karena itu, sesua pula dengan amanat yang terkandung dalam
Gaisgaris Besar Hduan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rekyat Republik Indonesa Nomor [I/MPR/ 1983), perlu diadakan
pembaharuan sistem pepgakan yang berlaku dengan sstem yang
memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan
kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat
mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan
Serta meratakan pendapatan masyarakat;

bahwa untuk dapat mencapai meksud tersebut di atas, perlu diadakan
pembaharuan dan penggantian peraturan perundang- undangan perpajakan
yang selamaini berlaku;
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Mengingat : 1

Pasd 5 ayat (1), Pasd 20 ayat (1), dari Pasdl 23 ayat (2), Undang-Undang
Dasar 1945;

Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor
[1/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor
29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1748);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pgjak Negara
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1850);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Dengan mencabuit:

MEMUTUSKAN:

1. Ordonans Pgjak Perseroan 1925 (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 319)
sebagaimana telah beberapa kai diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonans
Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);

2. Ordonans Pgjak Pendapatan, 1944 (Stastsblad Tahun 1944 Nomor 17)
sebagaimana telah beberapa kai diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonans
Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan
Penyempurnaan, Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak
Kekayaan 1932, dan Pgjak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); kecudli
ketentuan-ketentuan mengenal tata cara pemungutan Pajak Kekayaan;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pajak atas Bunga,

Dividen dan Royalti 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pesal 1

Y ang dimaksud dadam undang-undang ini dengan:

a

b.

Wajib Pgak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewsjiban perpajakan;

Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan
lainnya, firma, kongs, perkumpulan koperas, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;
Masa Pgjak addah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagal dasar untuk menghitung
jumlah pagjak yang terhutang;

Tahun Pgjak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;

Bagian Tahun Pgak addah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wagib Pgak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

Surat Pemberitehuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pgjak digunakan untuk
memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saet;

Surat Pemberitehuan Tahunan adalah surat yang olen Wgib Pajak digunakan untuk
memberitahukan pagjak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak;

Surat Setoran Pajak adadah surat yang oleh Wajib Pgjak digunakan untuk melakukan
pembayaran pgak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderd Pajak;
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks berupa
bunga dan denda administras;

Surat Ketetagpan Pajak addah, surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pgjak yang
terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanks administras, dan jumlah pgak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetgpan Pajak Tambahan adalah Surat keputusan yang menambah jumlah pgiak yang
telah ditetapkan;

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pejak adalah surat keputusan yang menentukan
pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong
dan/atau dipungut, karena jumlah pagjak yang telah dibayar darvatau dipotong dar/atau
dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang;

Surat Pemberitaan adalah surat yang beris pemberitahuan kepada W4ib Pejak, bahwa jumlah
pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pgak yang sudah dibayar, darvatau
dipotong darvatau dipunguit;

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pgjak,
dalam Tahun Pgak atau dalam Bagian Tahun Pgjak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkatan dengan pajak,
sesual dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1850);
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Kredit Pgjak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah
ditambah dengan pgak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari
suruh pgak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang
terhutang di luar negeri;

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keshlian
khusus sebaga usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan
kerja;

Tindakan Pemeriksaan adadah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan ddam rangka
melaksanakan pemeriksaan terhadap Wagib Pgak, untuk mencari bahan-bahan guna
penghitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pgak yang harus dibayar.

BAB Il
NOMOR POKOK WAJB PAJAK,
SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAY ARAN PAJAK

Pesal 2

Setigp Wajib Pgjak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pgjak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wgjib Pgjak.
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Pesal 3

Setigp Wajib Pgak wagib mengis Sura Pemberitahuan, menandatangani, dan
menyampaikannya ke Direktorat Jendera Pegjak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggd
atau berkedudukan.
Wagjib Pgak sebagamana dimeksud ddam aya (1) harus mengambil sendiri Surat
Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jendera Pajak.
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
a Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir
Masa Pajak;
b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir
Tahun Pgak.
Direktur Jenderd Pgjak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) digjukan secara tertulis, disertai surat
pernyataan mengena penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu Tahun Pajak
dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang.
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan
lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan perpagakan yang bersangkutan.

Pesal 4

Wajib Pajak wajib mengis dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,
jelas, dan menandatanganinya.
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Ddam ha Wajib Pgak addah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh
pengurus atau direks.

Ddam hal Surat Pemberitahuan diis dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pgjak,
harus dilampiri surat kuasa khusus.

Pengisan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pgjak yang waib
melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan lgporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya penghasilan kena pgak.

Pesal 5

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hd tertentu dapat
menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
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Pesal 6

Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wgib Pgak ke Direktorat Jenderd
Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan secara
tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman (dianggap sebagai tanda bukti dan tanggd
penerimaan.

Pesal 7

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanks berupa denda administras sebesar
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
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Pesal 8

Wajib Pgak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis, sepanjang Direktur Jenderd Pgjak belum mula melakukan tindakan
pemeriksaan.

Ddam hd Wajib Pgjak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan
hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanks berupa bunga sebesar
2% (dua per-sen) sebulan atas jumlah paak yang kurang dibayar, dihitung mula saat
penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena
pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetgpi sepanjang belum dilakukan tindakan
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pgak sebagamana
dimeksud ddam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pgak tersebut tidak
akan dilakukan penyidikan, gpabila Wgib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran
jumlah pgak yang sebenarnya terhutang beserta denda administras sebesar dua kali jumlah

pajak yang kurang dibayar.
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Pesal 9

Menteri Keuangan menentukan tangga jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pgak yang
terhutang untuk suatu saat atau Masa Pgjak bagi masing-masing jenis pagjak, selambat-
lambatnya lima belas hari setelah saat terhutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.
Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
harus dibayar lunas dalam jangka waktu tiga bulan setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

Surat Tagihan Pgak, Surat Ketetgpan Pgak, atau Surat Ketetagpan Pgjak Tambahan harus
dilunas dalam jangka waktu satu bulan sgjak tanggal diterbitkan.

Direktur Jenderal Pgjak atas permohonan Wajib Pgjak dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pgjak.

Pasal 10

Wajib Pgjak wajib membayar atau menyetor pgak yang terhutang di Kas Negara atau di
tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelgporannya serta tata cara mengangsur dan
menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

Atas permohonan Wajib Pgjak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dikembalikan, atau apabila ternyata Wajib Pgjak mempunyai hutang
pajak lainnya, langsung dapat diperhitungkan untuk melunas dahulu pgiak yang terhutang.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu satu bulan setelah Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 17 ayat (1) huruf a ditetapkan.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pgak dilakukan setelah jangka waktu satu
bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari ssat berlakunya batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saet dilakukan pembayaran kelebihan.
Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pgak diatur lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.

BAB IlI
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setigp Wajib Pgak wajib membayar pgak yang terhutang berdasarken ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan
Pajak.
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Pasal 13

Ddam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa
Pajak, Bagian Tahun Pgjak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pgak dapat mengeluarkan
Surat Ketetgpan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

a  apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pgak yang
terhutang kurang atau tidak dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidek (disampaikan dalam jangka waktu sebagamana
dimaksud dadlam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

C. @apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Josa dan Pgak Penjudan atas Barang Mewah ternyata tidek seharusiya
dikompensaskan sdish lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen),
atau tidak seharusnya diberikan pengembalian pajak;

d. apabila kewgjiban tidak dipenuhi sebagaimana dimeksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29,
sehingga tidek dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetgpan Pgak sebagamana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditambah dengan sanks administrasi berlipat bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan untuk selamea-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat

terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pgak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pgjak

sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pgjak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

huruf ¢, dan huruf d ditambah dengan sanks administras berupa kenaikan sebesar :

a 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam
satu Tahun Pgjak;

b. 100% (seratus persen) dari Pgak Penghaslan yang tidak atau kurang dipotong, tidak
atau kurang dipungut, tidek atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi
tidak atau kurang disetorkan;

C. 100%(seratus persen) dari Pgak Pertambahan Nila Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Jumlah Pgjak Penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga untuk satu Tahun

Pajak, jumlah Pejak Penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan

Pajak untuk Tahun Pgak tersebut, sera pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di

luar negeri untuk Tahun Pejak yang bersangkutan, dikreditkan dari jumlah Pajak Penghasilan

yang terhutang dalam Surat Ketetgpan Pajak.

Sanks administras berupa bunga, denda administras, dan kenaikan, tidak dapat dikreditkan

dari jumlah pajak yang terhutang.

Besanya pgak yang terhutang dalam suatu Tahun Pejak yang diberitahukan oleh Wgib

Pajak daam Surat Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpgakan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat

Keputusan Pejak tetap dapat diterbitkan daam hak Wajib Pgak setelah jangka waktu lima

tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindek pidana di bidang perpajaken yang

dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum itu..
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Pasal 14

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

a  pgak dalam tahun berjalan tidek atau kurang dibayer;

b. Wajib Pgjak dikenakan sanks administras berupa denda administras dan/atau bunga;

C. dari hasl pendlitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat sdah tulis dan/atau salah hitung.

Surat Tagihan Pejak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum

yang sama dengan Surat Ketetapan Pgjak.

Pasal 15

Direktur Jenderd Pgjak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pgjak Tambahan dalam jangka
waktu lima tahun sesudah saet pagjak terhutang, berakhirnya Masa Pgak, Bagian Tahun Pejak
atau Tahun Pgak, gpabila diketemukan data baru dar/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pgjak yang terhutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pgjak Tambahan, ditambah
dengan sanks administras berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

Kenaikkan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) tidak dikenakan, gpabila Surat Ketetapan
Pajak Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wagib Pajek atas
kehendak sendiri, sepanjang Direktur Jenderd Pajak bdum mulai melakukan tindakan
pemeriksaan.

Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat
Ketetapan Pgjak Tambahan tetap dapat diterbitkan daam hd Wajib Pajak setelah jangka
waktu lima tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
yang dilakukan mengenai pgjak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpgjakan yang terdapat ddam surat ketetgpan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur
Jenderal Pgjak karenajabatan atas permohonan Wgjib Pajak.
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Pasal 17

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, menerbitkan :

a Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pejak dalam jangka waktu paling lama dua
belas bulan sgak diterima surat permohonan, gpabila jumlah pajak yang dibayar atau
jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ternyata lebih besar dari jumlah
paak yang terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terhutang;

b. Surat Pemberitaan, gpabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pgjak Penghasilan
yang dipotong atau dipungut sama dengan jumlah pgak yang terhutang.

Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Direktur

Jenderal Pgjak tidak memberi suatu keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak

tersebut dianggap dikabulkan.
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BAB IV
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Surat Tagihan Pegak, Surat Ketetgpan Pgak, dan Surat Ketetgpan Pgjak Tambahan
merupakan dasar penagihan pgak. Tata cara pelaksanaan penagihan pgjak diatur lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan.

Pasal 19

Apabila atas pgak yang terhutang, pada sset jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang dibayar, maka atas jumlah pgjak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo
sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Ddam ha Wagjib Pgjak diperbolehkan mengangsur, atau menunda pembayaran paak, juga
dikenakan bunga sebesar 2%, (dua persen) sebulan.

Ddam hd Wajib Pgjak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan
ternyata penghitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasdl, 3
ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, meka atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung
dari saat berakhirnya kewajiban menyampakan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasd 3 ayat (3) huruf b sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran
tersebut..

Pasal 20

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasd 9, jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pgjak, Surat Ketetapan Pgjak, atau
Surat Ketetgpan Pgjak Tambahan ditagih seketika, dalam hal:

a

b.

D

Wajib Pgjak atau wakilnya sebagamana dimeksud daam Pasd 32 ayat (2) akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu;

Wajib Pgjak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menghentikan atau
secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia ataupun memindah tangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang
dimilikinya atau dikuasainya;

Pembubaran Badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hdl
terjadi penyitaan atas barang bergerak aau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau
wakilnya sebagaimana dimaksud ddam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 21

Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak
begitu pula atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pesal 32
ayat (2)dan ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi
dar/ atau secara renteng.
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(20 Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok
pajak, bunga, denda administras, kenaikan, dan biaya penagihan.

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap
hak mendahulu dari pihak- pihak sebagamana dimeksud ddam Pasal 1139 angka 1 dan
angka 4, Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 80 dan
Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

(4 Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sgiak tangga diterbitkan Surat
Tagihan Pgjak, Surat Ketetgpan Pgjak, aau Surat Ketetgpan Pgak Tambahan, kecudi
gpabila ddam jangka waktu Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secararesmi, atau
diberikan penundaan pembayaran.

(5) Ddam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu duatahun
sebagaimana dimaksud daam ayat (4), dihitung sgjak tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
atau ddam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah
dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Pasal 22

Hak untuk meakukan penagihan pajak termasuk bunga denda administras, kenaikan dan biaya
penagihan gugur setelah lampau  waktu lima tahun terhitung sgak saat terhutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pgjak, atau Tahun Pgjak yang bersangkutan, kecudi gpabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (7) dan Pesal 15 ayat (4).

Pasal 23

Jumlah pagjak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pgak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat
Ketetapan Pgjak Tambahan yang tidek dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri
Keuangan.

BABV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jendera Pejak atas suatu :
a  Surat Pemberitaan;
b. Surat Ketetapan Pgjak,
c. Surat Ketetapan Pgjak Tambahan;
d. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
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Keberatan digjukan secara tertulis ddam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-aasan
secarajelas.

Keberatan harus digukan, dalam jangka waktu tiga bulan sgak tanggal surat, tanggd
pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecudi apabila Wagjib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidek dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pgabat Direktorat Jenderal Pgjak
yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi
tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pgjak.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderd
Pajak wajib memberikan secara tertulis ha-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan,
atau pemungutan pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Direktur Jenderal Pgak ddam jangka waktu paling lama dua belas bulan sgjak tanggd Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang digjukan.

Sebdum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pejak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis.

Keputusan Direktur Jenderal Pgak atas keberatan dagpat berupa menerima sduruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Ddam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetgpan pgak yang ditentukan dalam
Pasd 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Paak yang bersangkutan harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan pgak tersebut.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) telah lewa dan Direktur
Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan maka keberatan yang digjukan tersebut
dianggap diterima.

Pasal 27

Wajib Pgjak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu
tiga bulan sgak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri sdlinan Surat Keputusan
tersebut.

Permohonan banding digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewgjiban membayar pajak.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus
mengadakan pembukuan yang dapat menygjikan keterangan-keterangan yang cukup untuk
menghitung Penghasilan Kena Pgjak atau harga perolahan dan penyerahan barang atau jasa
guna penghitungan jumlah pajak terhitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
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Bagi Wajib Pagjak yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
dibebaskan dari kewgjiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud daam ayat
(1), sekurang- kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar
pengenaan pgak yang terhutang.

Pembukuan atau pencetatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad
baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sskurang-- kurangnya terdiri dari catatan
yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dari
daftar persediaan barang, dan pada setigp Tahun Pgjak berakhir Wgjib Pajak harus menutup
pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsp
pembukuan yang taat asas (konssten) dengan tahun sebeumnya.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wgjib Pgjak harus dismpan selama
sepuluh tahun.

Pasal 29

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya
jumlah pgiak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah

Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pejak yang diperiksa

Wajib Pajak yang diperiksaharus :

a  memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi
dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pgjak;

b.  memberi kesempatan untuk memasuki tempat aau ruangan yang dipandang perlu dan
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila ddam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang

diminta, Wajib Pgak yang terikat oleh suatu kewgjiban untuk merahasiakan, maka kewajiban

untuk merahasigkan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ddam ayat (3), sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 30

Direktur Jenderd Pajak berwenang meakukan penyegdan tempat atau ruangan tertentu, bilaWgjib
Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.

Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

Daam menjalankan hak dan memenuhi kewsjiban menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal

a  Badan oleh pengurus,

b. Badan daam pembubaran atau pallit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan
pemberesan;

C. suau warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasianya
atau yang mengurus harta peninggalannya;

d. anak yang bdum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau
pengampunya

Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dar/atau

Secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali gpabila dapat membuktikan

dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar

tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.

Orang atau Badan dgpat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan memenuhi kewsgjiban menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Pasal 33

Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pajak Pertambahan
Nilal Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng
atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.

@
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Pasal 34

Setigp pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pgjak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagamana
dimeksud dalam ayat (1) dan ahli- ahli sebagamana dimeksud dalam aya (2), supaya
memberikan keterangan, memperlinatkan bukti tertulis dari Wajib Pgak kepada Pejabat
Pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan Keuangan Negara. Surat Perintah tersebut di atas
menyebutkan nama Wajib Pajak yang dikehendaki keterangannya dan nama pemeriksa

Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan Hakim
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada
pejabat pajak sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) dan ahli sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pgjak yang ada padanya.

Permintaan Hakim sebagaimana dimeksud daam ayat (4), harus menyebutkan nama
tersangka, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut
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Pasal 35

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan perpgakan diperlukan
keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa, atas permintaan Direktur Jenderal Pejak pihak ketiga tersebut harus memberikan
keterangan atau bukti yang diminta.

Ddam hd pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewgjiban untuk
merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan
pemeriksaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Direktur Jenderal Pajak dapat :

a mengurangkan aau menghapuskan sanks administras berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dadam hal sanks tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pgak atau bukan karena
kesalahannya;

b.  mengurangkan atau membatalkan ketetgpan pajak yang tidak benar.

Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37
Perubahan besarnya sanks administras berupa bunga, denda administras, dan kenaikan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
Barang siapa karena kedpaannya :
a  tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b.

C.

@

menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isnya tidak benar atau tidek lengkap, atau
melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan
sdama-lamanya satu tahun davatau denda setinggitingginya sebesar dua kali jumlah pajak
yang terhutang.

Pasal 39

Barang sigpa dengan senggja

a tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; darvatau

c .menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap; darvatau

d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang pasu atau dipalsukan
seolah-olah benar; dan/atau
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e. tidak memperlihatkan atau tidek meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
lainnya; darv/atau

f. tidek menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara sdama-lamanya
tiga tahun dan /atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang
terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

(20 Ancaman dana sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilipat- kan dua apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak
sdesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Pasal 40

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sgiak
saat terhutangnya pajak, berakhimya Masa Pgjak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau
berakhirnya Tahun Pejak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pejaba yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewgjiban merahasiskan hal sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 34, di- pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Peaba yang dengan sengga tidek memenuhi kewgjibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewsjiban pgaba sebagaimana dimeksud dalam Pasd 34
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dar/atau denda setinggi-tingginya
Rp 2.000.000,- (duajutarupiah)

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 42

(1) Tindek pidana sebagaimana dimeksud dalam Pesd 38 dan Pasal 41 ayat (1) adalah

pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa,
atau pegawal dari Wajib Pajak.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Pejaba Pegawa Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi
wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpgakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a melakukan penditian atas kebenaran laporan aau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan;

b. melakukan penditian terhadep orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan
peristiwatindak pidanadi bidang perpajakan,

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen lain
berkenan dengan tindak pidanadi bidang perpajakan;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
perpajakan;

f.  meminta bantuan ahli ddam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasl penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Terhadap pgak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pgjak, Bagian Tahun Pgak, atau
Tahun Pgak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggd 31 Desember 1988.

Pasal 46

Dengan berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpagakan yang
lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 47

Terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak
dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan
Kontrak Bagi Hasll, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak
berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonans Pgak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pgak atas
Bunga, Dividen dan Royadti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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Pasal 49

Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang- undang perpajakan lainnya, kecuali
gpabiladitentukan lain.

Pasal 50
Undang-undang ini mulai berlaku padatangga 1 Januari 1984.

Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jekarta

padatanggal 31 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA,
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta

padatanggal 31 Desember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.
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